
 

 

  

 

 

 

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR  5  TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 35         

TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan 

Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2018; 

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2017 tentang 

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri   

Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana 

Pelayanan Administrasi Kependudukan; 

d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti              

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk 

Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang 

Pertanian Tahun 2017; 



 

 

e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Nomor : 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional 

Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

f.  bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2 Tahun 

2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; 

g. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2017      

Tanggal 28 Desember 2017 tentang Alokasi Bagi Hasil 

Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018; 

h. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretariat 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 

412.2/318/112.3/2018 Tanggal 17 Januari 2018 

tentang Penyampaian Pagu Indikatif Bantuan Keuangan 

Provinsi Untuk Program Jalin Matra; 

i.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 

huruf e, huruf f, huruf g dan  huruf  h, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 



 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5234); 

9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-



 

 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah      

Nomor 23   Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006        

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 253); 

21. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana 

Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 11); 



 

 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 

Khusus di Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 541); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat Nomor : 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk 

Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018        

Nomor 34); 



 

 

28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk 

Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang 

Pertanian; 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, 

dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017      

Nomor 1966); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri   Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk 

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana 

Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1792); 

31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 

2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional 

Pneyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 207); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10      

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);  

33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11      

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9        

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 

Nomor 9); 



 

 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12      

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2016  Nomor 18); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11      

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 11); 

37. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 4); 

38. Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2017 Nomor 35); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 35 TAHUN 2017 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

  

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik   

Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 35) 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 mengenai rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

diubah dan dibaca : 

 

Pasal  1 
 

1. Pendapatan Daerah  

a. Pendapatan Asli Daerah Rp  947.570.465.000,00 

b. Dana Perimbangan     

Semula                        Rp 1.438.593.337.000,00 

Berkurang               Rp          881.534.000,00 

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan 



 

 

   Rp 1.437.711.804.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  

Semula                        Rp    511.339.768.000,00 

Bertambah               Rp            75.000.000,00 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

setelah perubahan      Rp   511.414.768.000,00 

 

2. Belanja Daerah 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai      Rp    865.620.340.750,00 

2) Belanja Bunga      Rp                    0,00 

3) Belanja Subsidi      Rp                             0,00 

4) Belanja Hibah  

Semula  Rp      242.613.836.250,00 

Bertambah  Rp         2.140.519.000,00 

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan 

   Rp     244.754.355.250,00 

5) Belanja Bantuan Sosial   

Semula                 Rp       28.703.050.000,00 

Berkurang                  Rp         2.140.350.000,00 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah 

perubahan                 Rp       26.562.700.000,00  

6) Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan 

Pemerintah Desa       Rp      64.306.089.000,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada 

Prov/Kab/Kota, Pemerintah Desa dan Partai 

Politik                           Rp    446.891.610.500,00 

8) Belanja Tidak Terduga Rp         1.500.000.000,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai  

Semula                Rp   114.697.206.246,12 

Bertambah                Rp         157.635.000,00 

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan 

 Rp    114.854.841.246,12 

2) Belanja Barang dan Jasa  

Semula Rp     703.363.971.551,88 

Bertambah Rp        4.250.070.000,00 



 

 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah 

perubahan Rp     707.614.041.551,88 

3) Belanja Modal  

Semula Rp     515.442.092.738,00 

Berkurang  Rp        5.214.408.000,00 

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan 

 Rp     510.227.684.738,00 

Defisit                          Rp      85.634.626.036,00 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan Rp      85.634.626.036,00 

b. Pengeluaran PembiayaanRp                            0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto  Rp      85.634.626.036,00 
 

2. Ketentuan Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 diubah dan dibaca sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Organisasi 

sebagai berikut : 

1. Dinas Pendidikan; 

2. Dinas Kesehatan; 

3. RSUD Ibnu Sina; 

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja; 

7. Dinas Lingkungan Hidup; 

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

10. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 

11. Dinas Perikanan; 

12. Dinas Pertanian; 

13. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah; dan 

14. Sekretariat Daerah 



 

 

diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

4. Ketentuan Lampiran III mengenai Daftar Nama 

Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang 

Diterima diubah dan dibaca sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

5. Ketentuan Lampiran IV mengenai Daftar Nama 

Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial 

yang Diterima diubah dan dibaca sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

   Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati Gresik ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 2 Mei 2018 
 

BUPATI GRESIK, 

 

Ttd. 

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si. 

 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 2 Mei 2018 
 

          SEKRETARIS DAERAH 

           KABUPATEN GRESIK 

 

   Ttd.  

 

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19580924 198003 1 006 



 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 5 


